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HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA TELUK SENTOSA
DUSUN VII KECAMATAN PANATI HULU KABUPATEN
LABUHAN BATU

PUJA RIANI NASUTION
NPM. 215114027

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasari oleh menurut Komnas Perempuan Tahun
2023 Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun
sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun
dari data lembaga layanan dan Badilag.Sementara pengaduan ke Komnas
Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak
Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Namun pada
hakikatnya kejahatan di luar kendali kendali kita, seperti yang terjadi di desa-desa
yang minim pengetahuan yang mengakibatkan kejahatan terjadi dengan begitu
mudah. Peran hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah vital. Hukum tidak
hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga memastikan
bahwa setiap individu mendapatkan hak dan keadilan sosial. Melalui lembaga-
lembaga hukum, proses penegakan hukum berjalan secara efektif dan adil.
Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap
korban kekerasan seksual yang terjadi kepada anak dibawah umur, faktor apa yang
mempengaruhi dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan
seksual yang terjadi kepada anak dibawah umur serta bagaimana pola penangan
kasus korban kekerasan seksual yang terjadi kepada anak dibawah umur yang
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di
desa teluk sentosa kecamatan panai hulu kabupaten labuhanbatu. Jenis penelitian
ini yaitu Normatif yang memiliki sifat deskriptif analisis yang kemudian akan
dianalisis menggunakan Penelitian Keputusan (library Research) dan melakukan
penelitian secara langsung ke lapangan untuk ditarik sebuah keputusan dengan
menganalisis data secara baik dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian
menunjukkan (1) Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang
dilakukan oleh (Penanggung Jawab Desa Teluk Sentosa dilaksanakan sesuai
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2) Adapun faktor yang menjadi
kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan
seksual di Desa Teluk Sentosa adalah sulithya mencari bukti bahwa benar
terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut, minimnya pemahaman masyarakat
dan penegak hukum dalam menangani dan melindungi hak-hak korban tindak
pidana kekerasan seksual, minimnya sumber daya manusia atau jumlah anggota
Desa yang dimiliki yang dimiliki, Minimnya POLWAN masyarakat, serta
kurangnya dana operasional dari pemerintah. (3) Adapun pola penangan kasus
kekerasan seksual terhadap anak mengambil jalur hukum dan kebijakan -
penanganan kasus, daya dukung institusional pemulihan hak-hak korban dan

tantangannya, sampai praktik penanganan kasus di lembaga-lembaga layanan dan
di Komnas Perempuan.
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THE RIGHTS OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE ON MINORS AS
REVIEWED FROM LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING
CHILD PROTECTION IN TELUK SENTOSA VILLAGE,
HAMLET VII, PANAI HULU DISTRICT,

LABUHAN BATU REGENCY

PUJA RIANI NASUTION
NPM. 215114027

ABSTRACT

The background of this research is based on the National Commission on
Violence on Women’s 2023 report. In general, the number of reported cases
decreased in 2022 from the previous year, to 457,895 from 459,094. The decline
in reporting was collected from data from service institutions and the Religious
Affairs Agency (Badilag). Meanwhile, complaints to the National Commission on
Violence On Women increased to 4,371 from 4,322 cases. Law Number 35 of
2014, which aims to provide protection for Indonesian children from all forms of
discrimination and violence, is emphasized. However, in essence, crimes are
beyond our control, such as those that occur in villages with minimal knowledge,
which results in crimes occurring so easily. The role of law in community life is
vital. Law not only functions to maintain order and security, but also ensures that
every individual receives rights and social justice. Through legal institutions, the
law enforcement process runs effectively and fairly. This research focuses on what
Jorms of legal protection are provided for victims of sexual violence on minors,
what factors influence the fulfiliment of legal protection for victims of sexual
violence on minors, and how the pattern of handling cases of victims of sexual
violence on minors is reviewed from Law Number 35 of 2014 concerning child
protection in Teluk Sentosa Village, Panai Hulu District, Labuhanbatu Regency.
This type of research was normative, which had a descriptive analytical nature
which would then be analyzed using Decision Research (Library Research) and
conducting research directly in the field to draw a decision by analyzing the data
properly with a qualitative approach. The results of the research indicate that (1)
Legal protection for victims of sexual violence committed by the Village Head of
Teluk Sentosa is implemented in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning
Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. (2) The factors
that become obstacles in legal protection for children as victims of sexual
violence in Teluk Sentosa Village are the difficulty in finding evidence that the act
of sexual violence actually occurred, the lack of understanding of the community
and law enforcement in handling and protecting the rights of victims of sexual
violence crimes, the lack of human resources or the number of village members
owned, the lack of community policewomen, and the lack of operational funds
from the government. (3) The pattern of handling cases of sexual violence on
channels and case handling policies, institutional support for

' rights and challenges, to the practice of handling cases .

and at the National Commission on Violence On Women.
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